WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR & TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA

Menimbang :a.

Mengingat :

[am—

PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan
dengan peraturan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Pematangsiantar Tahun 2017-2022.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar
dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota
Pematangsiantar Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2012
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun
2012-2032.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

Menetapkan :

dan
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017-2022.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2,
D

Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pematangsiantar.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan
Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka
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meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW
adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang
merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait
yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang
selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan
pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Pematangsiantar yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota
Pematangsiantar adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah untuk periode S (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Pematangsiantar untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah
daerah untuk mencapai tujuan.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif
dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses,
keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat
daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah
daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input)



(1)

(2)

untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk
barang/jasa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

RPJMD dimaksudkan untuk menjabarkan visi, dan misi Wali
Kota yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan,
Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai
dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
RPJPD dan RPJMN secara sinergis dan terpadu.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai :

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-
Perangkat Daerah dan Renja-Perangkat Daerah;

b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;

c. pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
RPJMD.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 3

(1) Sistematika dokumen RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2017-

2022 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri
dari :

L. PENDAHULUAN;

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;

IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;
V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;

VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH;

VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH;

VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,;
IX. PENUTUP.

(2) Penjabaran sistematika Dokumen RPJMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian
target tahunan pada indikator, sasaran dan program dalam RPJMD
tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir
pembangunan jangka menengah, maka penyesuaian dapat
dilaksanakan pada saat penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan
Peraturan Walikota, kebijakan umum anggaran pendapatan dan
belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RKPD Tahun
2017 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah
Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal A3 Deewber 2017

ATANGSIANTAR,

HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 22 Decewper 207

Plt. SEKRETARIS DA H KOTA PEMATANGSIANTAR,
RESMAN PANJAITAN
LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (6/228/2017)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR (& TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 - 2022

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 - 2022. RPJMD ini
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota Pematangsiantar
dengan tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2005-2025 serta RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.

Maksud dan Tujuan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Pematangsiantar adalah untuk memberikan arah dan pedoman
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan penyampaian
pelayanan kepada masyarakat di Kota Pematangsiantar dengan tujuan untuk
mewujudkan kehidupan yang telah lebih demokratis, berkeadilan sosial, serta
melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum, maju dan
sejahtera untuk kurun waktu lima tahun kedepan (2017 - 2022) dalam prinsip-
prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Untuk hal dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Pematangsiantar Tahun 2017 - 2022.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d Pasal 6 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 6



